ABSTRAK

Keragaman agama di Provinsi DKI Jakarta menuntut hadirnya tata kelola
pemerintahan yang mampu menjamin kebebasan beragama sekaligus mencegah
konflik sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini
mengkaji pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20
Tahun 2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat
Forum Kerukunan Umat Beragama melalui perspektif prinsip good governance.
Rumusan masalah penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana bentuk partisipasi
masyarakat berdasarkan prinsip good governance di Indonesia; kedua, bagaimana
implementasi partisipasi masyarakat dalam instrumen hukum kerukunan umat
beragama di wilayah DKI Jakarta; dan ketiga, bagaimana pandangan Islam
terhadap implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pembentukan
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang FKUB dan Dewan Penasihat
FKUB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan analisis kualitatif deskriptif, yang didukung data primer berupa wawancara
untuk memperkuat data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembentukan Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2025 secara normatif telah
memenuhi prinsip good governance, khususnya dalam aspek legalitas,
transparansi, dan akuntabilitas, meskipun partisipasi FKUB pada tahap
pembentukan masih bersifat konsultatif (consultation). Keberadaan FKUB dan
Dewan Penasihat FKUB dalam Islam memiliki legitimasi normatif karena sejalan
dengan prinsip syiira, amar ma‘rif nahi munkar, keadilan, dan kemaslahatan
(maslahah ‘ammah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembentukan
pergub masih menunjukkan keterbatasan partisipasi publik secara prosedural,
pelaksanaannya telah mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik
dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga diperlukan penguatan pelibatan
masyarakat secara lebih bermakna pada seluruh tahapan kebijakan.
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